PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama lnovasi
PELDA MANIS

1.2 Tahapan Inovasi
penerapan

1.3 Inisator Inovasi Daerah
opd

1.4 JenisInovasi
nondigital

1.5 Bentuk Inovas Daerah
inovas pelayanan publik

1.7 Urusan Inovasi Daerah
Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

1.8 Waktu Uji Coba
2023-10-10

1.9 Waktu Penerapan
2024-01-01

1.10 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan

1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Etika Satuan Polisi Pamong Praja

5. Peraturan Daerah Provins Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran
Dan Penjualan Minuman Beralkohol

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan
Pedangan Kaki Lima

7. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan Masyarakat



2. PERMASALAHAN

Permasalahan M akro:

e Selamaini pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat dalam tahapan Rapat Dengar Pendapat
Umum (RDPU) dalam proses pembentukan perda akan tetapi ketika perda tersebut telah dibentuk
dan diterapkan masyarakat cenderung abai dan bersikap “masa apatis’ terhadap kebijakan
pemerintah. Jika masyarakat acuh, makafungsi pemerintah pun cenderung kurang berhasil.

e Masyarakat Pada Umumnya belum memahami Tentang Perda/Perkada sehingga masih banyaknya
masyarakat yang melanggar Perda maupun Perkada yang berlaku.

e Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menaati perda/perkada

Permasalahan Mikro:

1. Kurang optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan
Perda/Perkada

2. Persepsi masyarakat yang cenderung menganggap Satpol PP galak dan arogan

3,1SU STRATEGIS
I'su Global

Tujuan nomor 16 dari 17 tujuan SDGs yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.
Terdapat beberapatarget Tujuan 16 ini yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP:

Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian di mana pun

Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin
akses yang sama terhadap keadilan bagi semua

Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat

Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk
pembangunan berkelanjutan

Isu Nasional

Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di beberapa daerah di Indonesia telah mengakibatkan
Indonesia dijuluki “negara beresiko” (country risk) yang tinggi di antara negara Asean. Country risk yang
tinggi telah mengakibatkan hilangnya daya tarik bagi negara lain untuk menanamkan modalnya
(investasi) di Indoensia, bahkan investas di dalam negeri bisa beralih ke luar negeri mencari negara
dengan country risk yang rendah. Dengan kata lain gangguan ketrentraman dan ketertiban akan
menimbulkan gangguan ekonomi. Apabila kondisi ini dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan
gangguan kehidupan generasi mendatang yang tidak bisa berperan optimal pada masanya.



Daam pemahaman birokrasi pemerintahan, cakupan TNI dan Polri yang sangat luas tidaklah bisa
mengakomodir seluruh renik kepentingan daerah. Karena itu tanggung jawab akan ketentraman dan
ketertiban umum di daerah dalam pandangan birokrasi pemerintahan adalah tanggung jawab pemerintah
daerah. Dalam hal ini salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum adalah Polisi Pamong Praja.

Isu Lokal

Daam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi beberapa
permasalahan yaitu masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk
mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat.

e Kurang harmonisnya hubungan antara Satpol dengan masyarakat

e Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menaati perda/perkada

e Terganggunya proses pembangunan karena gangguan ketentraman dan ketertiban umum

4. METODE PEMBAHARUAN

1. KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI

o Sebelum adanya PELDA MANIS kesadaran masyarakat Terhadap kinerja Satuan Polis
Pamong Prgja sangat rendah sehingga tingkat kepuasan masyarakat tentang pelayanan Perda
cenderung kurang.

o Masyarakat menganggap Satpol PP galak/arogan

o Persentase penurunan pelanggaran Perda di tahun 2022 sebesar 4,8%, di tahun 2023 ada
penurunan sebesar 4,5%

2. KONDISI SETELAH ADANYA INOVASI

o Setelah adanya PELDA MANIS masyarakat lebih memahami tentang Perda/perkada yang
berlaku di kabupaten Mimika

o Dengan adanya PELDA MANIS masyarakat yang awanya menganggap Satpol PP
cenderung galak/arogan menjadi lebih dekat lagi dengan anggota Satpol PP karena
pendekatan secara humanis yang dilakukan

o Penegakan Perda/Perkada yang dilakukan oleh Satpol PP menjadi lebih optimal sehingga
persentase pelanggaran Perda turun sebesar 4% di tahun 2024. Persentase penurunan ini
terbesar dalam 3 tahun terakhir.

5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN?



e Masyarakat lebih Memahami Perda maupun Perkada serta lebih memahami tugas dan fungsi
daripada Satuan Polisi Pamong Praja

e Masyarakat tak perlu lagi takut terhadap anggota Satpol PP

¢ Penegakan Perda/Perkada menjadi Iebih efektif

6. CARA KERJA INOVASI

Dalam setiap kegiatan Penertiban dan Penegakan Perda/Perkada dilakukan dengan lebih mengedepankan
sikap humanis, dengan Aturan " 5S PELDA MANIS’, yaitu:

1. Sdam

2. Sapa

3. Sopan

4. Senyum

5. Sabar

Carakerjalnovas adalah:

1. Menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) anggota yang akan menegakan perda/perkada sesuai dasar
hukum yang berlaku

2. Doa (sebelum turun ke lapangan)

3. Memberi salam

4. Memperkenalkan nama

5. Memperlihatkan Surat Perintah Tugas (SPT)

6. Memberi penjelasan tentang dasar hukum tugas Satpol PP

7. Memberikan penjelasan tentang perda/perkada yang dilanggar

8. Memintaidentitas warga yang “ditindak” (NIK, Nama, alamat dan nomor Handphone)

9. Meminta penjelasan dari warga tersebut mengapa sehingga melanggar perda/perkada



10. Diskusi untuk mencari solusi dari pelanggaran perda/perkada yang dilakukan

11. Memberikan salam penutup

12. Doa (setelah melakukan kegiatan lapangan).

1.11 Tujuan Inovas Daerah

e Mengoptimalkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan
Perda/Perkada

e Memperbaiki Persepsi masyarakat terhadap Satpol PP

1.12 Manfaat yang Diperoleh

¢ Optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda/Perkada

e Adanya perubahan Persepsi masyarakat terhadap Satpol PP, dari Arogan menjadi Humanis

1.13 Hasil Inovas

e Terjalinnya hubungan yang baik antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong
Prgja dengan masyarakat

e Masyarakat |ebih memahami mengenai Perda maupun Perkada

e Meningkatkan kesgjahteraan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Mimika secara

berkelanjutan
No Indikator Informasi Data Pendukung
e Tentang PERUBAHAN ATAS
Regulasi Inovasi Peraturan Kepala Daerah/ LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
9 P MIMIKA NOMOR 49 TAHUN 2024
Daerah* Peraturan Daerah

TENTANG PENETAPAN INOVASI
DAERAH

e Tentang PEMBENTUKAN TIM KERJA
SAMA ANTAR LEMBAGA DAN
KEMITRAAN DALAM TEKNIK
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM DI KABUPATEN MIMIKA

Ketersediaan SDM
terhadap inovasi Lebih dari 30
daerah*

e Tentang INFORMASI LAYANAN
Tentang Kegiatan Seminar
Penyebarluasan Informasi Tahun 2024

Sosialisasi Inovasi

Konten melalui Media Sosial
Daerah



No

10

11

12

13

14

Indikator

Kemudahan
informasi layanan

Kecepatan
penciptaan
inovasi*

Kemudahan
proses inovasi
yang dihasilkan

Kualitas inovasi
daerah*

Dukungan
anggaran

Kemanfaatan
inovasi*

Pelaksana inovasi
daerah

Penyelesaian
layanan
pengaduan

Jejaring inovasi

Pedoman teknis

Alat Kerja

Informasi

Layanan melalui 2 dari 4
media

Inovasi dapat diciptakan

dalam waktu 1-4 bulan

Hasil inovasi diperoleh dalam
waktu 1 hari

Memenuhi 5 unsur substansi

Anggaran dialokasikan pada e
kegiatan penerapan inovasi
di T-0, T1 dan T-2

Cakupan penerima manfaat e
1-100 orang

Ada pelaksana dan
ditetapkan dengan SK Kepala
Daerah

51% s.d. 85%

Inovasi melibatkan 5
Perangkat Daerah atau lebih

Telah terdapat Pedoman
teknis berupa buku manual

Pelaksanaan kerja didukung
dengan perangkat elektronik
Contoh : mesin edc, telp. o

Data Pendukung

Tentang INFORMASI LAYANAN
Tentang Inovasi Media Sosial Dinas
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Mimika

Tentang Layanan Informasi Manual
oleh Tim PRC Dinas Satuan Polisi
Pamong Praja

Tentang STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PELDAMANIS

Tentang RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

Tentang DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

Tentang DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANKAT DAERAH TAHUN 2023

Tentang DAFTAR PENERIMA
MANFAAT LAYANAN PELDA MANIS

Tentang PEMBENTUKAN TIM KERJA
SAMA ANTAR LEMBAGA DAN
KEMITRAAN DALAM TEKNIK
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM DI KABUPATEN MIMIKA

Tentang PENYELESAIAN
PENGADUAN

Tentang PEMBENTUKAN TIM
KEGIATAN KERJASAMA ANTAR
LEMBAGA DAN PENANGANAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM DI KABUPATEN MIMIKA

Tentang PENGGUNAAN HANDY TALK
(HT) DALAM TUGAS INFORMASI
SETIAP HARI

Tentang HANDY TALK (HT) SEBAGAI
ALAT KERJA



No

15

16

17

Indikator

Bimtek inovasi

Program dan
kegiatan inovasi
Perangkat Daerah
dalam RKPD

Integrasi Layanan

Informasi

Dalam 2 tahun terakhir
pernah 1 kali kegiatan
transfer pengetahuan
(bimtek, sharing, FGD, atau
kegiatan transfer
pengetahuan yang lain)

Pemerintah daerah sudah
menuangkan program inovasi e
daerah dalam RKPD T-1, T-2
dan TO (TO adalah tahun
berjalan) o

Layanan telah terintegrasi
dengan layanan lain pada
program atau kegiatan pada
unit organisasi lain atau
dalam lebih dari satu urusan
pemerintahan

Data Pendukung

Tentang BIMBINGAN TEKNIS
INTERNAL PIMPINAN SEBELUM
TURUN LAPANGAN

Tentang RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

Tentang DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

Tentang DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

e Tentang Integrasi Layanan dengan

Kejaksaan Negeri Mimika, DLH, Dishub,
Disperindag



